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 ABSTRAK 

Ariwibowo V.B.P. 201910115310. Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan 

Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga 

peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan, untuk 

memastikan  tegak nya sengketa perdata di dalam peradilan dibutuhkan hukum 

acara perdata, Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk 

menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas 

dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu adalah asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memilih jalur 

litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik  sengketa ringan maupun yang berat yang  

menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, 

peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi, akibat dari 

penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah 

terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya 

pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi peradilan 

cepat, sederhana, dan biaya ringan. pada tahun 2015 Mahkamah Agung melakukan 

terobosan untuk mengurangi penumpukan perkara perdata dengan menerbitkan 

suatu peraturan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan   

Penelitian Deskriptif dengan bahan-bahan pustaka hukum terdiri dari teori, asas, 

prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai 

dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupa 

sumber hukum primer, sekunder dan tersier.  

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 

dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas 

gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan 

penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari 

sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, 

pembuktian dan putusan. Problematika yang muncul dalam penerapan gugatan 

sederhana pada penyelesaian yang melebihi batas 25 hari sejak siding hari pertama 

sesuai dengan 5 ayat (3) PERMA 4 Tahun 2019, penyelesaian Gugatan Sederhana 

yang melebihi 25 hari dikarenakan terdapat hambatan seperti ketidakhadiran para 

pihak, kurang profesional nya Hakim. 

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Jangka Waktu, Hambatan  
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ABSTRACT 

Ariwibowo.V.B.P. 201910115310. The resolution of civil disputes through simple 

lawsuits is governed by the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia 

No. 4 of 2019, which amends Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 regarding 

the procedures for settling simple lawsuits. 

In the administration of governmental affairs, a legal system requires a judicial 

institution to ensure the upholding of the law and justice. To ensure the resolution 

of civil disputes within the judiciary, procedural law, particularly civil procedural 

law, is essential. Civil procedural law serves the formal function of upholding, 

preserving, and ensuring compliance with substantive civil law. One of the 

principles in Indonesian civil procedural law is the principle of simplicity, speed, 

and low cost. Due to the preference of many citizens for litigation in dispute 

resolution, whether involving minor or major disputes, there has been a significant 

accumulation of cases in the trial courts, courts of appeal, and especially in the 

cassation courts. The backlog of cases, as outlined above, is one of the significant 

challenges in the judicial system, leading to the inefficiency of the judiciary in line 

with the trilogy principles of rapid, simple, and cost-effective justice. In 2015, the 

Supreme Court made a breakthrough to alleviate the backlog of civil cases by 

issuing Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedures for 

settling simple lawsuits. 

This research adopts a normative legal method, utilizing descriptive research with 

legal literature materials comprising theories, principles of law, legal principles, 

as well as relevant regulations consistent with this research. The study employs 

literature review methodology, utilizing primary, secondary, and tertiary legal 

sources.  

The mechanism for resolving simple lawsuits through Supreme Court Regulation 

No. 4 of 2019 begins with the registration of a simple lawsuit, followed by an 

examination of the completeness of the simple lawsuit files, determination of the 

case fee deposit, appointment of judges, and designation of a clerk or substitute 

clerk. Subsequent steps involve preliminary examinations, setting hearing dates, 

summoning parties, conducting the first hearing with an attempt at reconciliation, 

presenting evidence, and issuing a verdict, Challenges may arise in the application 

of simple lawsuits, particularly when the resolution exceeds the 25-day limit set by 

Article 5 paragraph (3) of Supreme Court Regulation No. 4 of 2019. Delays in 

resolving simple lawsuits beyond 25 days may be attributed to obstacles such as the 

non-attendance of parties or the lack of professionalism among judges.  

Keywords: Simple Lawsuit, Timeframe, Obstacles 
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